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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/005 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Penyelenggaraan Workshop 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan 

Nasional 
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik 
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah kabupaten/Kota 

6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 

7. Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 
Pemerintah 

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kemenkes RI 

1. Memiliki Kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Memiliki nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih 
3. Rajin, cekatan dan teliti 
4. Memahami strategi dan kebijakan kesehatan 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar 
2. SOP Penatalaksanaan Surat Masuk 
3. SOP Penatalaksanaan Arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program 
4. Infokus 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Penyelenggaran workshop tidak dibuat dan dilaksanakan, maka tidak ada 

koordinasi dan dapat menghambat monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran 
BTKLPP Kelas I Makassar. 

Semua kegiatan 
terdokumentasi 

lintas seksi harus terkoordinasi dengan baik dan 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/009 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Penanganan Benturan Kepentingan 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme 
3. UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri 

dalam usaha swasta 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 37 

tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan 

pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan 

8. International Health Regulation (IHR) 2005 

1. Kepala Kantor 
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
3. Tim Penanganan Pengaduan masyarakat terpadu 
4. Tim WBS 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penanganan Pengaduan masyarakat 
2. SOP Penanganan Whistle Blowing System 
3. SOP Monitoring dan Evaluasi 

1. ATK 
2. Komputer 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Tidak terlaksananya SOP, berakibat pelayanan terganggu Disimpan dalam bentuk softcopy dan hard copy 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/012 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Penyelenggaraan Rapat Internal 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 
2. UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 

4. Peraturan Pemerintah RI nomor 39 tahun 2009 tentang tata cara pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

5. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 

6. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP 
administrasi pemerintah 

7. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kemenkes RI 

1. Memilik kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu 

pengetahuan ataupun kejadian lainnya terkait SIMPEKA 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP Penatalaksanaan Arsip 
3. SOP Penyelenggaraan Rapat 

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
3. Alat tulis kantor 
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja 
5. Lembar disposisi, buku/notulen rapat 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila rapat internal tidak terlaksana maka tidak termonitoring dengan baik kegiatan yang 
telah dilaksanakan oleh BTKLPP Kelas I Makassar, dan informasi menjadi terlambat 
tersampaikan kepada publik 

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk hardcopy 
dan softcopy serta diarsipkan dengan baik 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/014 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Inventaris BMN 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara 
2. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI, PMK Nomor 29/2010 tentang kodefikasi dan 

penggolongan BMN 
4. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman 

penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2019 tentang penatausahaan 

barang milik negara 
6. Keputusan Menteri keuangan nomor KEP.225/MK/4/1971 tentang inventaris barang- 

barang milik/kekayaan negara 

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BMN 
2. Menguasai microsoft office dan software SIMAK BMN 
3. Memahami penatausahaan barang milik negara (BMN) 
4. Menguasai komputer 
5. Memahami prosedur rekonsiliasi internal BMN dengan SAK 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP inventarisasi BMN 
2. SOP Penatalaksanaan surat keluar 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP inventarisasi barang milik negara (BMN) tidak dilakukan maka tidak akan ada 
alat untuk memonitoring penggunaan barang milik negara 

Pencatatan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK BMN 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/020 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 
2021 Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Pengadaan Barang dan Jasa 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 
3. Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan 

presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 
4. Peraturan presiden RI nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas 

peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 
5. Inpres RI nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah 
6. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 1626/Menkes/SK/VIII/2011 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan SOP administrasi pemerintahan kementerian 
kesehatan RI 

7. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
8. Surat edaran kepala LKPP nomor 3 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa melalui e-purchasing 
9. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI 

1. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan, teliti dan bertanggungjawab 
4. Mampu membuat telaahan dan laporan 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Surat masuk dan keluar 
2. SOP Penyelenggaraan rapat 
3. SOP tatalaksana arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait pengadaan 
barang dan jasa 

2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi microsoft office 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP tidak tersusun, maka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan 
2. Apabila SOP tidak tersusun, maka transparansi dan kinerja organisasi tidak dapat 

terlihat 

Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk 
softcopy maupun hardcopy 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/024 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah 
2. Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor 1626/Menkes/Sk/VIII/2011 Tentang Petunuk 

Pelaksanaan Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Kesehatan RI 
3. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
4. Peraturan menteri keuangan RI nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan 

penghapusan barang milik negara 
5. Keputusan menteri keuangan RI nomor 532/PMK.06/2014 tentang perubahan kelima 

atas peraturan menteri keuangan nomor 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan 
kodefikasi barang milik negara 

6. Peraturan menteri kesehatan RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 
kementerian kesehatan RI 

7. Peraturan menteri Keuangan RI nomor 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan, 
pemusnahan dan penghapusan barang milik negara 

1. Menguasai microsoft office dan software SIMAK BMN 
2. Mampu Menggunakan Komputer 
3. Rajin, Cekatan, Teliti 
4. Memahami Prosedur Penghapusan BMN 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP kodefikasi BMN 
2. SOP tata laksana surat keluar 
3. SOP tata laksana arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Data barang-barang milik negara 
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi SIMAK BMN 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila BMN yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi dalam operasi pemerintahan, 

tidak dilakukan penghapusan maka data barang tersebut akan selalu muncul dalam 
SIMAK 

Tata kelola BMN menjadi tidak tertib hukum 

1. Pencatatan dan pendataan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN 
Daftar rekap BMN yang akan diusulkan dihapuskan secara manual 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/034 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :KONSULTASI GRATIFIKASI 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme 
2. UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi 
3. Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi 

pemerintah 
4. Permenkes RI nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan 

kementerian kesehatan RI 
5. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan RI 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Pengetahuan umum tentang gratifikasi 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat masuk 
2. SOP penatalaksanaan surat tugas 
3. SOP penerimaan dan pengiriman berkas UPG 

1. Kertas 
2. Buku agenda sruat masuk 
3. Lembar disposisi 
4. Alat tulis 
5. File odner 
6. Komputer 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila konsultasi gratifikasi tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan kurangnya 
pemahaman tentang gratifikasi akan terlambat dikirim 

Semua dokumen harus terdokumentasi 
(hardcopy) dan elektronik (softcopy) 

dengan baik dalam file folder 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/035 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PENGELOLAAN DATA GRATIFIKASI 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme 
2. UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi 
3. Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi 

pemerintah 
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi 

dilingkungan kementerian kesehatan RI 
5. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan RI 
6. Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes RI nomor 01T.PS.17.04.215.10.3445 tentang 

pembentukan unit pengendalian gratifikasi 

1. Memiliki kemampuan/komptensi dalam menggunakan komputer 
2. Pengetahuan umum tentang gratifikasi 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat masuk 
2. SOP penatalaksanaan surat keluar 
3. SOP pengarsipan 
4. SOP konsultasi gratifikasi 
5. SOP pengelolaan dan updating data gratifikasi 

1. Kertas 
2. Buku agenda surat 
3. Alat tulis 
4. File odner 
5. Komputer 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP pengelolaan data gratifikasi tidak dilakukan maka penyampaian informasi 
gratifikasi akan terhambat 

Semua dokumen harus terdokumentasi 
(hardcopy) dan elektronik (softcopy) 

dengan baik dalam file folder 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/036 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAPORAN 
GRATIFIKASI 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI NOMOR 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
2. UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomoor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi 
3. Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi 

pemerintah 
4. Permenkes RI nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan 

kemenkes RI 
5. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 
6. Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes RI nomor 01T.PS.17.04.2015.10.3445 

tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Pengetahuan umum tentang gratifikasi 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat masuk 
2. SOP penatalaksanaan surat keluar 
3. SOP Pengarsipan 
4. SOP konsultasi gratifikasi 
5. SOP Pengelolaan dan updating data gratifikasi 

1. Kertas 
2. Buku agenda surat masuk 
3. Lembar disposisi 
4. Alat tulis 
5. File odner 
6. Komputer 

Peringatan : 
1. Apabila SOP penyusunan laporan berkala pelaporan gratifikasi tidak dilakukan maka 

pengiriman dan pelaporan gratifikasi terganggu 
2. Keterlambatan pengiriman laporan akan terkena sanksi 

Pencatatan dan Pendataan : 
Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder 
terdokumentasi (hardcopy) dan elektronik (softcopy) 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/037 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PENGADUAN DAN PENANGANAN LAPORAN 
MASYARAKAT 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI NOMOR 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
2. UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
3. UU RI nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi 
4. UU RI nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 
5. UU RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 
6. PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disipilin pegawai negeri sipil 
7. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
8. Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 

Administrasi Pemerintah 
9. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian 

kesehatan RI 

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengaduan 
masyarakat 

2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan, dan teliti 
4. Mampu dalam pemecahan masalah 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat masuk 
2. SOP penyelenggaraan rapat 
3. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program 

Peraturan dan pedoman tentang penyusunan program di instansi 
pemerintah 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Bila SOP ini tidak disusun, maka pengaduan masyarakat (Dumas) dapat dilaksanakan 

dengan aman dan terpercaya 
Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik (hardcopy dan softcopy) 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/039 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PROSES PENYUSUNAN PEDOMAN GRATIFIKASI 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme 
2. UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi 
3. Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi 

pemerintah 
4. Permenkes RI nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan 

kementerian kesehatan RI 
5. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 
6. Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes RI nomor 01T.PS.17.04.215.10.3445 tentang 

pembentukan unit pengendalian gratifikasi 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Pengetahuan umum tentang gratifikasi 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat masuk 
2. SOP penatalaksanaan surat keluar 
3. SOP pengarsipan 
4. SOP konsultasi gratifikasi 
5. SOP pengelolaan dan updating data gratifikasi 

1. Kertas 
2. Lembar disposisi 
3. Alat tulis 
4. Fileodner 
5. Komputer 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP penyusunan pedoman gratifikasi tidak dilakukan maka penanganan gratifikasi 
tidak dapat dipertanggungjawabkan 

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik (hardcopy dan softcopy) 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/046 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP :PROSEDUR PERMINTAAN DAN PERMOHONAN 
NARASUMBER 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. UU RI nomor 43 tahun 2009 tentang arsip 
3. PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara 
4. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
5. Peraturan Menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
6. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara 
7. Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kemenkes RI 
8. Kepmenkes I nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan 

kemenkes RI 

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
narasumber 

2. Memahami peraturan yang terkait dengan tata naskah dinas 
3. Menguasai komputer 
4. Rajin, cekatan dan terampil 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penyelenggaraan rapat 
3. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP prosedur narasumber tidak disusun maka akan memperlambat proses 
permintaan narasumber 

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder dan 
elektronik 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/047 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara 
2. PP RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah 
3. Keputusan menteri keuangan RI nomor 532 tahun 2014 tentang perubahan kelima atas 

PMK nomor 29 tahun 2010 tentang penggolongan dan kodefikasi BMN 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 181 tahun 2016 tentang penatausahaan BMN 
5. Peraturan menteri Keuangan RI nomor 83 tahun 2016 tentan tata cara pelaksanaan, 

pemusnahan dan penghapusan barang milik negara 

1. Memahami peraturan perundang-undang yang terkait dengan BMN 
2. Menguasai microsoft office dan software SIMAK-BM 
3. Memahami penatausahaan barang milik negara (BMN) 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penghapusan BMN 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi programmicrosoft office 
4. Data barang-barang milik negara 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP penggolongan 
mengidentifikasi barang 

dan kodefikasi BMN tidak disusun maka akan sulit Pencatatan dan pendataan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/051 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP :PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA 
(MOU) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 
2. Kepmenkes nomor 21 tahun 2011 tentang rencana strategis kemenkes 2015-2019 
3. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
4. Kepmenkes nomor 1626 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan SOP- 

AP di lingkungan kemenkes 
5. Per MENPAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

Kemenkes RI 

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan peraturan 
perundang-undangan 

2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kebijakan kementerian 
Kesehatan 

3. Memahami tugas pokok dan fungsi BTKL 
4. Mampu menggunakan komputer 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat masuk dan keluar 
2. SOP Penyelenggaraan rapat 
3. SOP tatalaksana rapat 

1. Peraturan dan pedoman terkait penyusunan MOU Kemenkes 
2. Komputer dan alat tulis kantor 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP tidak tersusun maka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan 
2. Apabila SOP tidak tersusun maka transparansi dan kinerja organisasi tidak dapat 

terlihat 

Semua dokumen terkelola dan terdokumentasi dengan baik 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/053 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PENYELENGGARAAN RAPAT LINTAS SEKTOR DAN 
LINTAS PROGRAM 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. UU RI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 
3. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
4. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
5. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 
6. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah di lingkungan 

Kemenkes RI 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu 

pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penyelenggaraan rapat 
3. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang belaku dan yang terkait 
2. Buku agenda surat masuk 
3. Buku ekspedisi 
4. Buku pola klasifikasi arsip 
5. Filling cabinet 
6. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila penyelenggaraan rapat lintas sektor dan lintas program tidak dilaksanakan dengan 
baik dan/atau terlambat, maka koordinasi dengan lintas program dan sektor tidak dapat 
terlaksana 

Setiap hasil rapat koordinasi lintas program/lintas sektor kegiatan harus 
terdokumentasi dengan baik dalam map arsip 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/058 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP :KEMITRAAN 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
2. PP RI nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara 

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 
3. PP RI nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan 
4. PP RI nomor 79 tahun 2006 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 
5. Kepmenkes RI nomor 1626 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan 

SOP administrasi pemerintahan Kemenkes RI 
6. Kepmenkes RI nomor 21 tahun 2011 tentang rencana strategis Kemenkes RI 2015- 

2019 
7. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pemdoman SOP-AP 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI 

1. Mampu menyusun telaahan dan laporan 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan, teliti 
4. Memiliki nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih 
5. Memahami tugas pokok dan fungsi BTKLPP Kelas I Makassar 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP tatalaksana surat keluar 
2. SOP penyusunan laporan 
3. SOP penyelenggaraan rapat 
4. SOP tatalaksana rapat 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait hubungan 
kemitraan 

2. Komputer dan alat tulis kantor 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila undangan tidak terdistribusi dengan baik, maka kemitraan tidak bisa berjalan 

dengan maksimal 
2. Hubungan dan sinergitas kemitraan dengan pihak terkait menjadi terganggu atau tidak 

dapat berjalan dengan optimal 

Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy 
maupun hardcopy 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/064 
Tgl. Pembuatan : 23 Maret 2020 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 

 
 
 
 

Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Pelayanan Informasi Publik 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 

14 Tahun 2008 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdmininstrasi Pemerintahan 
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan 
Pengendalian Penyakit 

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1625/Menkes/SK/VVV/2011 tentang Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 182/Menkes/SK/V/2012 tentang Daftar Informasi 
Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang – undangan di bidang 
standar pelayanan public dan pelayanan informasi 

2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai informasi publik 
3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan mauoun tulisan 
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 
5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 
6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 
7. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 

1. Berita Acara Penetapan Informasi Yang Wajib Tersedia 1. Formulir Permohonan Informasi 
2. Formulir Daftar Informasi yang dikuasai 
3. Daftar Informasi Publik yang wajib tersedia 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan public akan terganggu dan 
berpotensi menimbulkan masalah hokum bila pelayanan menjadi terhambat 

2. Jangka waktu pemberitahuan PPID Pelaksana 

Semua dokumenharus terdokumentasi dengan baik dalam file folder (hardcopy) dan 
elektronik (softcopy) 
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PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
 

Daftar Informasi Publik 

 
 

 

 
Mendokumentasikan informasi dan dikumentasi publik 
yang telah mendapatkan pengesahan 

 
 

 

 
 

Daftar Informasi Publik 

 
 

 

 

  
Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan 
dokumentasi publik yang sudah didaftar 

 
 

 

 
 

Daftar Informasi Publik 

 
 

 

Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

 
URAIAN KEGIATAN 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN 
PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/068 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 22 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 22 Februari 
2022 Disahkan oleh : 
 

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PENERIMAAN DAN PENCATATAN PERSEDIAAN 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah 
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga. 
7. PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 

213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat. 

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman 
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. 

9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/42/2019 tentang 
Kebijakan Akuntansi Penatausahaan Persediaan 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pengelolaan Persediaan di 
Kementerian Negara/Lembaga 

2. elah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisasi tentang 
peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Persediaan di 
Kementerian Negara/Lembaga. 

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Pencatatan dan Pelaporan Persediaan 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan dan BMN 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP penerimaan persediaan tidak terlaksana, maka pelaksanaan penilaian 

persediaan tidak terarah, penilaian tidak obyektif dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan 

Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/069 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 
 

NAMA SOP : PENCATATAN DAN PELAPORAN PERSEDIAAN 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah 
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga. 
7. PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 

213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat. 

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, 
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/42/2019 tentang Kebijakan 
Akuntansi Penatausahaan Persediaan 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pengelolaan Persediaan di 
Kementerian Negara/Lembaga 

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penerimaan dan Pencatatan Persediaan 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan dan BMN 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP pencatatan dan pelaporan persediaan tidak terlaksana, maka penilaian 

persediaan tidak terarah, penilaian tidak obyektif, tidak valid dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan 

Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/077 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PENERIMAAN TAMU 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
2. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
3. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan 
Dan Pengendalian Penyakit 

1. Memahami Etika Pelayanan Tamu 
2. Memahami Bahasa Indonesia dengan baik 
3. Mampu berkomunikasi dengan baik 
4. Berpenampilan Rapi 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
 1. Alat Tulis Kantor 

1. Buku Penerimaan Tamu 
2. Telepon/Alat Komunikasi 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP tidak terlaksana, maka akan kesulitan dalam pelayanan penerimaan tamu Semua Tamu yang datang harus dicatat dalam buku tamu 
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